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ABSTRAK 

Lalu Ihsan Hamdi. Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan 

Mura>bah}ah Dengan penyertaan Akad Waka>lah di BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati) 

 

 Seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk bank syariah adalah produk 

pembiayaan mura>bah}ah. Penelitian ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN-

MUI dalam produk pembiayaan mura>bah}ah yang disertakan dengan akad waka>lah. 

Penyertaan akad waka>lah dalam akad mura>bah}ah merupakan salah satu inovasi 

perbankan syariah yang penerapannya masih menimbulkan pertanyaan dari penerapan 

prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan untuk melihat implementasi fatwa pada 

pembiayaan mura>bah}ah dan alasan BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa 

menyertakan akad waka>lah. 

 

 Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data 

primer dalam penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung. 

Sedangkan data skunder diperoleh dari sumber literatur seperti brousur dan buku 

pedoman pembiayaan Mikro pada BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. 

 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 

tahun 2000 tentang mura>bah}ah pada produk pembiayaan di BRISyariah KCP Gowa 

Sungguminasa tidak sepenuhnya menerapkan mura>bah}ah secara murni karena selalu 

menyertakan akad waka>lah. Alasan penyertaan akad waka>lah yaitu tidak adanya 

showroom, sistem administrasi, keterbatasan jam kerja dan memberikan kebebasan 

kepada nasabah. Selain itu bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan 

atas nama nasabah, menyebabkan hilangnya kesyar’ian  akad mura>bah}ah. Disimpulkan 

BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa belum sepenuhnya menjalankan ketentuan 

dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. 

Kata Kunci: Implmentasi, Fatwa DSN-MUI, Mura>bah}ah, dan Waka>lah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Keberadaan perbankan syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis 

syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis 

moneter. Lebih dari itu, perbankan syariah diharapkan mampu membawa masyarakat 

kepada sistem perbankan yang bebas dari riba. Sebelum keberadaan bank syariah, 

masyarakat hanya mengenal satu sistem perbankan, yaitu sistem perbankan 

konvensional dan menurut beberapa golongan merupakan sistem yang mengandung 

riba. Hal ini tercermin dari penggunaan bunga pada produk kredit dan simpanan di 

perbankan konvensional. Akan tetapi, kini masyarakat telah memiliki pilihan untuk 

tidak menggunakan produk-produk tersebut. 

       Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan 

yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk bank syariah yang banyak 

dimanfaatkan oleh nasabah adalah produk pembiayaan mura>bah}ah. Produk ini menjadi 

unggulan di bank syariah karena dianggap sebagai alternatif dari sistem kredit bank 

konvensional yang menurut beberapa golongan merupakan riba. Sehingga dengan 

adanya produk pembiayaan mura>bah}ah ini nasabah dapat beralih dari produk ribawi 

kepada produk syar’i.        

       Praktik mura>bah}ah yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan dalam fiqih 

muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan orang lain 

kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu. 

Sehingga, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah. selain 



itu praktik mura>bah}ah di perbankan syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah. 

       Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk pembiayaan 

mura>bah}ah  pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan 

ini tidak hanya menggunakan akad mura>bah}ah  tetapi juga menyertakan akad waka>lah 

di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah 

transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah. 

       Menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika akad waka>lah harus 

diterapkan dalam pembiayaan mura>bah}ah karena menghilangkan fungsi mura>bah}ah 

yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang 

yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nassabah.1 Selain 

itu, bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya 

bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam 

melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan jasa supplier untuk menyediakan 

barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan kuasa kepada nasabah. 

Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad waka>lah yang dilakukan pihak bank dengan 

nasabah.2 

       Sehingga dapat dipahami bahwa dengan disertakannya akad waka>lah, praktik 

operasional pembiayaan mura>bah}ah di bank syariah mungkin terjadi kesalahan. 

Meskipun penyertaan itu diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam, namun akan 

lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat fakta di lapangan, hampir semua 

lembaga keuangan syariah menyertakan akad waka>lah ini dalam produk pembiayaan 

                                                 
1Ulyana Masykurin, “murabahah: “Antara Teori Dan Praktik”,Skripsi (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), h. 101. 
2Ravika Naeda”, “Akad Wakâlah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan 

Daerah syariah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122. 



mura>bah}ah -nya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat 

kemungkinan terjadi kesalahan, bank tetap melakukan praktik pembiayaan mura>bah}ah 

dengan disertai akad waka>lah. Oleh karena itu peneliti juga ingin meninjau bagaimana 

bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman Bank syariah dalam 

produk pembiayaan mura>bah}ah dengan disertakannya akad waka>lah, dan sangat 

penting kiranya untuk melakukan penelitian guna mendapat jawaban terhadap 

permasalahan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan 

masalah yang jawabannya hendak dicari melalui penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiyaan 

mura>bah}ah  dengan penyertaan akad waka>lah di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa? 

1.2.2 Mengapa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad 

waka>lah dalam produk pembiayaan mura>bah}ah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiyaan 

mura>bah}ah  dengan penyertaan akad waka>lah di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa. 

1.3.2 Untuk mengetahui alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa 

menyertakan akad waka>lah dalam produk pembiayaan mura>bah}ah. 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

       Penelitian mengenai akad wakalah dalam produk pembiayaan murâbahah ini, 

diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

       Manfaat teoritis dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

sumbangan berupa wacana tentang produk pembiayaan mura>bah}ah yang meliputi 

konsep dan penerapannya, serta wacana tentang penyertaan akad waka>lah pada produk 

tersebut di bank syariah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

       Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah 

manfaat bagi lingkungan kampus IAIN Parepare di bidang perbankan syariah dan 

ekonomi Islam. Selain itu, manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut 

kepada pihak lain mengenai mekanisme akad waka>lah dalam produk pembiayaan 

mura>bah}ah. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Skripsi oleh Ravika Naeda pada tahun 2011, dengan judul “Akad Waka>lah Pada 

Pembiayaan Mura>bah}ah Di Bank Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta”. 

Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana kedudukan musytari waka>lah 

yang penelitiannya menggunakan metode study normatif. Berbeda dengan 

peneliti yang sesungguhnya dalam transaksi pembiayaan mura>bah}ah, yang  

menekankan penelitiannya terhadap bagaimana implementasi fatwa DSN MUI 

dalam produk pembiayaan mura>bah}ah dengan disertakannya akad waka>lah. 

Penelitian di Yogyakarta ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada kejangalan 

dalam pembiayaan mura>bah}ah di Bank Pembangunan Daerah Syariah 

Yogyakarta karena bank tidak berkedudukan sebagai sebagai pedagang atau 

penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat 

langsung dibeli oleh nasabah. Dalam praktiknya bank memberikan kuasa kepada 

nasabah dengan menggunakan akad waka>lah.3 

2.1.2 Skripsi oleh Ulyana Masykurin pada tahun 2012 dengan judul “Mura>bah}ah: 

Antara Teori Dan Praktik”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

pemberian akad waka>lah  menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat 

jika harus diterapkan dalam pembiayaan mura>bah}ah karena menghilangkan 

fungsi mura>bah}ah yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, 

dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian 

menjualnya kembali kepada nassabah. Sedangkan peneliti menekankan pada 

                                                 
3Ravika Naeda”, “Akad Wakâlah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan 

Daerah syariah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122. 



alasan mengapa pihak Bank syariah menyertakan akad waka>lah dalam produk 

pembiayaan mura>bah}ah yang ada dalam perbankan syariah, Bukan pada aspek 

tepat atau tidaknya diterapkan akad waka>lah dalam produk pembiayaan 

mura>bah}ah.4 

2.1.3 Skripsi oleh Suarni pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Penerapan Akad 

Waka>lah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investasi Syariah”. Berdasarkan judul 

skripsi oleh Suarni penelitian ini memfokuskan terhadap akad Waka>lah Bil 

Ujrah sedangkan berbeda dengan peneliti yang memfokuskan terhadap 

implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan mura>bah}ah dengan 

penyertaan akad waka>lah. Dalam skripsi Suarni akad waka>lah bil ujrah untuk 

asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa 

kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemebrian 

ujrah (fee).5 

      Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

No 

Nama 

peneliti/Tahum 

Judul Skripsi 

Objek 

Formal 

Objek Material 

1. Ravika 

Naeda/2011 

Akad 

Waka>lah Pada 

Pembiayaan 

Mura>bah}ah Di Bank 

Pembiayaan 

Mura>bah}ah 

Meneliti 

kedudukan musytari 

waka>lah yang 

sesungguhnya dalam 

                                                 
4Ulyana Masykurin, “murabahah: Antara Teori Dan Praktik”,Skripsi (Malang: UIN Maulana 
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5Suarni, “Analisis Penerapan Akad Wakâlah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investasi 

Syariah”,Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2016), h. 14. 
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2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Teori Implementasi 

       Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

penerapan.6 Adapun menurut para ahli, adalah sebagai berikut : 

1. Manurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan 

kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau 

kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata 

dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah 

dirancang sebelumnya. 

2. Menurut Van Meter dan Van Hon, implementasi adalah tindakatan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

3. Menurut Maz Manian dan Sebasriar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan 

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan. 

4. Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavsski, implemenentasi sebagai 

suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu 

untuk meraihnya.  

       Implemantasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut 

dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara 

                                                 
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), h. 124. 



sederhadana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan 

perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. 7 

       Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi 

adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan 

untuk dilakukan. 

2.2.2 Konsep Mura>bah}ah 

2.2.2.1 Definisi Mura>bah}ah 

       Mura>bah}ah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual 

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian 

barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam 

jumlah tertentu.8 Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua 

syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi mura>bah}ah  harus dirundingkan dan 

ditentukan di awal antara bank dan nasabah sebelum kedua belah pihak 

menandatangani akad mura>bah}ah. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah maupun margin/mark-up yang akan menjadi keuntungan bagi bank, wajib 

dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah sebelum kedua belah 

pihak menandatangani akad mura>bah}ah.9 

 

 

 

                                                 
7Solihin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: Universitas 

Muhammadiah Malang Press, 2008), h. 68. 

8Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah! (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 127. 
9Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 202. 



2.2.2.2 Landasan Hukum 

1. Al-Quran 

1. Q.S Al – Baqarah / 2 : 275 

 

 ِّۚ نُ مِنَ ٱلۡمَس ِ بوَٰاْ لََ يقَوُمُونَ إِلََّ كَمَا يقَوُمُ ٱلَّذِي يتَخََبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلوُنَ ٱلر ِ

بَوٰاِّْۚ  مَ ٱلر ِ  وَأحََلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّ
بَوٰاْْۗ لِكَ بِأنََّهُمۡ قَالوُٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلر ِ

ََ ٞ  فمََن جَاءَٓهُۥ مَوۡ  ذَٰ عِِ

بُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ  ئكَِ أصَۡحَٰ
ٓ ب هِۦِ فَٱنتهََىٰ فلََهُۥ مَا سَلَفَ وَأمَۡرُهُٓۥ إلَِى ٱللَّهِِۖ وَمَنۡ عَِادَ فَأوُْلَٰ ن رَّ يهَا فِ  م ِ

لِدوُنَ     ٥٧٢خَٰ

Terjemahannya : 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia 

berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.10 

2. Q.S An- Nisa / 4 : 29 

رَةً عَِن ترََ  ٓ أنَ تكَُونَ تجَِٰ طِلِ إلََِّ لكَُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبَٰ ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ ضٖ ايَٰ

نكُمِّۡۚ وَلََ تقَۡتلُوُٓاْ أنَفسَُكُمِّۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا     ٥٢م ِ

Terjemahannya : 

Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. 11 

 

 

                                                 
10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya special for woman (Bandung: 

Syamil Qur’an,2007), h. 47. 

11Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya special for woman (Bandung: Syamil 

Qur’an,2007),h. 83. 



 

2.2.2.3 Rukun Mura>bah}ah 

       Yang menjadi rukun jual beli dikalangan hanafiyah adalah ijab dan  qabul. Ini yang 

di tunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling member (muathah) 

sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu : 

1. Ba’i’ waal – musytari (Penjual dan Pembeli). 

2. Tsaman wa mabi’ (Harga dan Barang). 

3. Shighat (Ijab dan Kabul) 12 

2.2.2.4 Syarat Mura>bah}ah 

1. Pihak yang Berakad 

1. Sama-sama ridha/ikhlas.  

2. Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 

2. Barang/Objek 

1. Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan 

untuk mengadakan barang itu. 

2. Barang itu milik sah penjual. 

3. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud. 

4. Tidak termasuk kategori yang diharamkan. 

5. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual 

3. Harga 

1. Harga jual Bank adalah harga beli ditambah keuntungan. 

2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.  

3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. 

                                                 
12Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65. 



4. Pihak Nasabah 

1. Nasabah harus cakap hukum. 

2. Mempunyai kemampuan untuk membayar.13 

2.2.2.5 Jenis Mura>bah}ah  Kepada Pemesanan Pembelian (KPP) 

       Syarat mura>bah}ah  di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau 

dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak 

dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah mura>bah}ah kepada pemesan pembelian 

(Mura>bah}ah KPP), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata 

mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. 

1. Tujuan Mura>bah}ah KPP 

       Ide tentang jual-beli mura>bah}ah  KPP tampaknya berakar pada dua alasan: 

1. Pertama: Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan 

pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan 

berjanji untuk ganti pembeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. 

Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, 

lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang 

mendesak terhadap aset tersebut. 

2. Kedua: Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah motif 

pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang 

mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan 

membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan. 

       Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bukan bagian dari syarat sistem 

                                                 
13Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah!, h. 127-128. 



mura>bah}ah atau mura>bah}ah KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini 

mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis mura>bah}ah tersebut. Hal ini karena 

memang seseorang tidak akan ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar 

secara angsur.14 

2.2.2.6 Tujuan Murâbahah 

       Mura>bah}ah  tidak dapat digunakan sebagai moda pembiayaan (mode of financing) 

selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang 

diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan 

lain selain untuk membeli barang/komoditas, mura>bah}ah tidak boleh digunakan. 

Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku 

pabrik tenunnya, bank dapat menjual kapas tersebut berdasarkan mura>bah}ah. Apabila 

dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar 

harga barang/komoditas yang sebelumnya telah dibelinya (yaitu untuk refinancing 

dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang/komoditas tersebut), 

atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau utnuk membayar gaji pegawainya, 

mura>bah}ah tidak dapat digunakan karena mura>bah}ah mensyaratkan jual-beli 

komoditas secara nyata (a real sale of some comodities), bukan semata-mata untuk 

pemberian pinjaman.15 

2.2.2.7 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah 

1. Pertama : Ketentuan Umum Mura>bah}ah  dalam Bank Syariah. 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah  yang bebas riba. 

                                                 
14Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia 

Institute, 1999), h. 146-147. 
15Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h. 

202. 



2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan.  

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati.  

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak 

bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.  

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli mura>bah}ah  harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, 

menjadi milik bank.  

2. Kedua : Ketentuan Murâbahah kepada Nasabah 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset 

kepada bank.  

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus 



menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 

secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus 

membuat kontrak jual beli.  

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus 

dibayar dari uang muka tersebut.  

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, 

maka 

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga.  

2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 

dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya.  

3. Ketiga : Jaminan dalam Mura>bah}ah 

1. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya.  

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang.  

4. Keempat Utang dalam Mura>bah}ah 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi mura>bah}ah tidak 



ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut 

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 

utangnya kepada bank.  

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak 

wajib segera melunasi seluruh angsurannya.  

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan.  

5. Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 

utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.  

6. Bangkrut dalam Mura>bah}ah 

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank 

harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 

berdasarkan kesepakatan.16 

 

                                                 
16Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000. Tanggal 

26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M tentang Murabahah. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-

mui/04-Murabahah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 



2.2.3 Konsep Waka>lah 

2.2.3.1 Pengertian Waka>lah 

       Selain dengan istilah waka>lah, digunakan pula istilah wika>lah. Dalam bahasa 

Inggris, waka>lah sama dengan agency.  

       Akad wika>lah berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk 

bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang.17 

2.2.3.2 Landasan Hukum 

1. Al-Quran 

1. Q.S Al – Baqarah / 2 : 283 

َّقِ اللهَ رَبَّهُ   فَإنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فلَْيؤَُدِ  الَّذِى اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ، وَلْيتَ

Terjemahannya: 

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya.18 

2. Q.S Yusuf / 12: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja: 

 .اجِْعلَْنِيْ عَِلَى خَزَائِنِ الْأرَْضِ، إِنِ يْ حَفِيْظٌ عَِليَْمٌ 

Terjemahannya: 

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang 

yang pandai menjaga lagi berpengalaman."19 

 

                                                 
17Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h. 

392. 
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an Per Kata Warna (Bandung: Codoba,2015), h. 49. 
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an Per Kata Warna, h. 242. 



2.2.3.3 Jenis-Jenis Waka>lah 

       Pada dasarnya tugas apapun yang dapat dilaksanakan oleh orang lain dapat 

dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu untuk dan atas nama 

pemberi tugas. 

      Mengingat tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, 

maka dimungkinkan adanya jenis-jenis wakalah seperti di bawah ini: 

1. Wakil bil-kusomah (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama 

pemberi tugas). 

2. Wakil bil-taqazi al-dayn (untuk melakukan penerimaan uang).  

3. Wakil bil-qabaza al-dayn (untuk melakukan pengurusan utang).  

4. Wakil bil-bilbai’ (untuk melakukan jual-beli)  

5. Wakil bil-shira (untuk melakukan pembelian barang) 20 

2.2.3.4 Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Waka>lah 

      Ada dua Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad wakâlah yang harus dipedomani 

untuk menentukan keabsahan akad wakâlah. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut (yang 

telah dikeluarkan oleh DSN-MUI) adalah: 

       Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang waka>lah 

1. Pertama: Ketentuan tentang waka>lah  

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).  

2. Wakâlah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara 

                                                 
20Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h. 

395. 



sepihak. 

2. Kedua: Rukun dan Syarat Waka>lah 

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.  

2. Orang mukallaf atau anak muwayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni 

dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. 

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

1. Cakap hukum.  

2. mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.  

3. wakil adalah orang yang diberi amanat. 

3. Hal-hal yang diwakilkan 

1. Diketahui dengan jelas orang yang mewakili.  

2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.  

3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus 

dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

3. Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan 

Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.21 
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2.2.3.5 Syarat-Syarat Waka>lah 

1. Tugas 

1. Perbuatan yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemberi tugas/kuasa untuk 

dikerjakan oleh wakil harus diketahui atau diperinci dengan jelas. Dalam hal 

penugasan tersebut, misalnya, adalah untuk membeli suatu barang, maka jenis, 

kualitas dan banyaknya barang tersebut harus disebutkan dengan perinci.  

2. Wakil tidak boleh ditugasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang menurut 

ketentuan syariah, misalnya dilarang untuk melakukan pencurian, perampasan 

barang tanpa hak, atau melakukan transaksi bisnis yang berbasis riba.  

3. Wakil juga tidak boleh ditugasi untuk melakukan perbuatan yang harus 

dikerjakan sendiri oleh pemberi tugas/kuasa, misalnya melakukan shalat, puasa, 

memberikan bukti, atau bersumpah.  

2. Ruang Lingkup Tugas 

1. Akad waka>lah dapat bersifat khusus (spesifik) atau umum; Bank misalnya 

dapat menunjuk seorang kuasa untuk membeli suatu barang. Waka>lah yang 

demikian ini termasuk waka>lah yang umum; Apabila bank menugasi seorang 

kuasa untuk menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dan sesuai 

dengan intruksi bank tersebut, maka hal itu merupakan waka>lah yang spesifik. 

2. Dalam Waka>lah yang bersifat umum, pekerjaan yang harus dilaksanakan itu 

harus ditentukan secara jelas untuk menghindarkan sengketa di belakang hari. 

3. Pelaksanaan Tugas Wakil 

1. Wakil harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.  

2. Wakil harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah pemberi kuasa; 

Wakil tidak dibenarkan untuk menyimpang dari intruksi tersebut atau melebihi 



intruksi tersebut.  

3. Wakil harus melaksanakan tugasnya itu dengan penuh kehati-hatian dan sesuai 

dengan keahliannya (due care and skill).  

4. Wakil harus menghindarkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of 

interest). Misalnya, wakil tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada 

pemberi kuasa tanpa wakil mengungkapkan dengan terus terang kepada 

pemberi kuasa bahwa barang tersebut adalah miliknya.  

4. Subtitusi Tugas Wakil 

      Wakil tidak boleh memercayakan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan 

pemberi kuasa. 

5. Konsekuensi Pelaksanaan Tugas bagi Pemberi Kuasa 

1. Perbuatan yang dilakukan oleh wakil atas nama pemberi kuasa mengikat 

pemberi kuasa.  

2. Menurut pandangan hukum, khusunya Syafi’i dan Hanbali, kepemilikan barang 

yang dibeli oleh wakil beralih langsung dari penjual kepada pemberi kuasa 

tanpa terlebih dahulu melalui pemindahan kepemilikan kepada wakil.  

3. Dalam hal suatu tugas yang dilaksanakan oleh wakil tidak berdasarkan 

kewenangan yang jelas (orang yang demikian dalam hukum islam disebut 

fuduli) terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut; Pandangan yang dianut 

sebagian besar para ahli hukum Islam adalah bahwa perbuatan wakil tersebut 

hanya sah apabila diratifikasi oleh pemberi kuasa. 

6. Berakhirnya Akad Waka>lah 

1. Atas persetujuan para pihak (mutual agreement)  

2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (unilateral termination)  



3. Rusaknya barang yang dijadikan objek yang menjadi tujuan akad wakâlah.  

4. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.  

5. Kemampuan salah satu pihak untuk dapat melakukan perbuatan hukum. 

7. Penggunaan Waka>lah sebagai Instrumen Perbankan 

       Akad waka>lah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dalam hampir 

semua moda pembiayaan seperti mura>bah}ah, salam, istishna’, ija>rah, diminishing 

musya>rakah, dan aktifitas-aktifitas L/C, pembayaran dan penagihan wesel (payment 

and collection of bills), fund management, membayar fee kepada para nasabahnya yang 

membeli atau menjual barang atas bank atau melaksanakan tugas-tugas lain.22 

2.2.4 Konsep Pembiayaan 

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan 

       Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu brupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudha>rabah  dan musya>rakah 

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ija>rah atau sewa beli dalam bentuk ija>rah 

muntahiyah bit tamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura>bah}ah, salam dan istishna’. 

4.  pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ija>rah untuk transaksi multijasa. 

       Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 
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tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.23 

       Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12): 

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudha>rabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musya>rakah), prinsip jual beli barang 

dengan memperoleh keuntungan (murâbahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ija>rah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ija>rah wa iqtina).24 

       Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah 

teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva 

produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta 

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syaria’ah, penempatan, 

                                                 
23Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 

1. 
24Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 

2. 



penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada 

rekening administrative serta Sertifikat Wadî’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank 

Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). 

       Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syariah 

disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum 

berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada 

perbankan syariah, dengan memberi dan memberi dan menerima balas jasa 

berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. Dalam hal ini pembiayaan 

merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa 

pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.25 

2.2.4.2 Tujuan pembiayaan 

       Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan 

pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.  

1. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: 

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara 

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha 

membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat memperoleh melalui 

aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang 

minus dana, sehingga dapat digulirkan. 

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang 

bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.  

4. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha 
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melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan 

menyerap tenaga kerja.  

5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari 

hasil usahanya.26 

2. Adapun secara mikro, pembiayaaan bertujuan untuk: 

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan 

mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal 

maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.  

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan 

risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh 

melalui tindakan pembiayaan.  

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan 

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan 

sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka 

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada 

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi.  

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak 

yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. dalam kaitan 

dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan 
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dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.27 

3. Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari 

pembiayaan: 

1. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa 

keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola 

bersama nasabah.  

2. Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-

benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa 

hambatan yang berarti. 

4. Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. 

Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa Tujuan Pembiayaan yang 

dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni: 

1. Pemilik 

      Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang 

ditanamkan pada bank. 28 

2. Pegawai 

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola. 

3. Masyarakat 

1. Pemilik dana 

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan 
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diperoleh bagi hasil. 

2. Debitur yang bersangkutan 

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya 

di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang yang 

diinginkannya. 

3. Masyarakat konsumen 

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan 

4. Pemerintah 

      Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 

pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak 

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan). 

5. Bank 

      Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan 

usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin 

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.29 

2.2.4.3 Fungsi Pembiayaan 

      Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi 

untuk: 

1. Meningkatkan daya guna uang 

       Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan 
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deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank 

guna suatu usaha peningkatan produktivitas.30 

       Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 

memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan 

maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun melalui usaha baru. Secara mendasar 

melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara 

menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para 

penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang 

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat. 

2. Meningkatkan daya guna barang 

1. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah 

menjadi jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan 

utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. 

2. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu 

tempat yang kegunannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.31 

3. Meningkatkan peredaran uang 

       Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, 

wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih 

berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga 

penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 
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4. Menimbulkan kegairahan berusaha 

       Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan 

memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. 

5. Stabilitas ekonomi 

       Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada 

usaha-usaha: 

1. Pengendalian inflasi 

2. Peningkatan ekspor 

3. Rehabiliatas prasarana 

4. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk 

usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.32 

 

6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

       Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. 

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif 

dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, 

maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earings (pendapatan) yang 

trus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak 

pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan 

menghasilkan pertambahan devisa Negara. 

       Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang 

berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan di manfaatkan oleh orang lain 
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untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan 

sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga 

bank sebagai pengelola. 

       Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi Internasional. Hal 

ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. 

Nasabah yang memiliki usaha eksport maupun import baik bahan baku, setengah jadi 

atapun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan 

dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat bank 

syariah sifatnya mendunia, apalagi suburnya bank syariah diawali dari negeri Bahrain, 

Arab, Malaysia dan lain-lain.33 

 

2.2.4.4 Jenis-Jenis Pembiyaan di Bank Syariah 

      Jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarman A. 

Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

2. Pembiayaan Investasi Syariah 

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

4. Pembiayaan Sindikasi 

5. Pembiayaan berdasarkan Take Over 

6. Pembiayaan Letter of Credit.34 
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2.3 Tinjauan Konseptual 

2.3.1 Implemantasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut 

dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara 

sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau 

penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.35 

2.3.2 Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudha>rabah dan 

musya>rakah (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ija>rah atau sewa beli 

dalam bentuk ija>rah muntahiyah bit tamlik (c) Transaksi jual beli dalam bentuk 

piutang mura>bah}ah, salam, dan istish’na (d) Transaksi pinjam meminjam dalam 

bentuk piutang qard (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ija>rah  

untuk transaksi multijasa; Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan 

atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.36 

2.3.3 Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum 

syaraiah dan bank pembiayaan rakyat syariah.37 

2.3.4 Mura>bah}ah merupakan produk finansial yang berbasis bai’ atau jualbeli. 

Mura>bah}ah  adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan 
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syariah di dalam kegiatan usaha. 38 

2.3.5 Selain dengan istilah waka>lah, digunakan pula istilah wika>lah. Dalam bahasa 

Inggris, waka>lah sama dengan agency. Bahwa akad wika>lah berarti menunjuk 

seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau 

sebagai perwakilan seseorang.39 

2.4 Bagan Kerangka Pikir 

       Dengan melihat uaraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapatlah dibuat 

skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir yaitu sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian 

ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi 

pada pengumpulan data empiris di lapangan, yaitu di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa. Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan adalah 

penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 

ditentukan.40  

      Dalam penelitian empiris ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif, karena penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan 

pendapat-pendapat para pelaku di bidang perbankan syariah tentang bagaimana 

implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap produk pembiayaan mura>bah}ah yang disertai 

dengan akad waka>lah, sehingga tidak membutuhkan dukungan data dalam bentuk 

angka. 

       Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memerlukan proses yang 

berasal dari hasil wawancara, maupun dari sejumlah dokumen. Dengan pendekatan 

kualitatif, peneliti telah melakukan analisis dengan cara menguraikan, menjelaskan, 

dan mendeskripsikan secara rinci melalui hasil wawancara dan dokumen yang  

dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tentang penerapan akad 

waka>lah  pada produk pembiayaan mura>bah}ah. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

                                                 
40Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 

135. 



Sungguminasa, Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 256 Sungguminasa. Pemilihan lokasi 

penelitian di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa ini adalah karena Bank 

Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa merupakan salah satu bank terbesar di 

Indonesia yang telah menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga 

lokasi tersebut layak dan sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti miliki, serta sesuai 

dengan bidang keilmuan penelitian ini. 

       Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sudah 

dilaksanakan selama satu setengah (1,5) bulan . Dalam waktu satu setengah bulan 

peneliti menganggap sudah cukup untuk melaksanakan penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

      Peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Fatwa DSN-

MUI dalam produk pembiayaan mura>bah}ah dengan disertakannya akad waka>lah dan 

alasan mengapa pihak Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad 

waka>lah  dalam produk pembiyaan mura>bah}ah. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Jika dilihat dari 

sumbernya, data dapat dibedakan anatara data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

atau informan dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan 

persoaalan dimana data dapat ditemukan.41 Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data 

sekunder: 

 

                                                 
41Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66. 



3.4.1 Data Primer 

       Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek 

(orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, 

kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.42 Untuk mendapatkan data primer ini 

peneliti telah berkomunikasi langsung dengan beberapa orang dari pihak bank. 

3.4.2 Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data 

primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.43 Data sekunder ini dapat 

menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi 

lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan 

menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti 

adalah berupa brousur dan buku pedoman pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam cara, yaitu: 

3.5.1 Observasi 

      Observasi Partisipan (Participatory Observation) yaitu suatu cara pengamatan 

langsung yang dilakukan oleh peneliti (sebagai observer) dengan mengamati yang 

dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan, bahkan berpartisipasi dalam aktifitas 

                                                 
42Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Study Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 

2003), h. 57. 
43Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 

159. 



mereka yang menjadi sasaran penelitian. Observasi merupakan pengamatan secara 

langsung dan pencatatan secara  sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian.44 

3.5.1 Wawancara 

       Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu 

informasi kepada subjek, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.45 

Wawancara atau bertanya langsung terkait objek penelitian ini kepada praktisi Bank 

BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Tipe wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak dibatasi oleh daftar urutan pertanyaan yang 

telah disusun sebelumnya. Sifat wawancara ini adalah terbuka karena subjek yang 

diwawancarai mengetahui bahwa mereka sedang wawancara sehingga jelas maksud 

dan tujuan dari wawancara tersebut. 

3.5.2 Dokumentasi 

      Menurut Moleong, dokumen yang digunakan dalam penelitian biasanya dibagi 

menjadi 2 jenis, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.46  Dalam dokumentasi ini 

peneliti mengumpulkan data yang bersifat resmi terkait dengan penelitian tersebut, 

seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembiayaan, brosur atau 

website. 

 

 

                                                 

44Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I: Jakarta;  Rineka Cipta, 1997),             

h.158.   

45Andi Prastowo, MenguasaiTekhnik-Tekhnik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Diva Press, 2010), h. 145. 
46Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 

216. 



3.6 Teknik Analisis Data 

       Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kulaitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.47 

      Selain itu, peneliti juga  menggunakan metode-metode yang secara khusus adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Editing 

       Editing yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang data yang telah terkumpul. Pada tahap 

pertama ini peneliti melakukan editing terhadap data hasil wawancara dengan pihak 

bank. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan.48 

3.6.2 Klasifikasi 

       Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi 

berdasarkan kategori tertentu.49 Data yang telah melalui proses editing  tersebut peneliti 

akan kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah.  

3.6.3 Verifikasi 

       Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenarang tentang data yang telah 

diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang 

                                                 
47Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 

248. 
48Husin Sayuti, Pengantar Metodologi Riset (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), h.64. 
49Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 

290. 



kebenaran penelitian tersebut. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan 

hasil editing data tersebut kepada pihak bank, tepatnya kepada narasumber. 

3.6.4 Analisis 

       Analisis adalah suatu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan juga untuk mudah diinterpretasikan.50 Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan 

peneliti untuk menguraikan sistem yang ada dalam proses pembiayaan mura>bah}ah 

yang disertai akad waka>lah.  

 

3.6.5 Konklusi 

       Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dianalisis dan penyimpulan 

secara deduktif. Deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang 

bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LPES, 1987), h.263. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/2000 tentang Mura>bah}ah 

dalam Produk Pembiayaan Mura>bah}ah dengan Penyertaan Akad Waka>lah 

       Dalam pembahasan ini peneliti membagi menjadi dua pembahasan, pembahasan  

pertama ialah mengenai Implementasi Fatwa dalam produk pembiayaan mura>bah}ah 

selanjutnya yang kedua membahas mengenai penyertaan akad waka>lah dalam produk 

pembiyaan mura>bah}ah. Adapun pembahsan sebagi berikut: 

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/2000 tentang Mura>bah}ah 

dalam Produk Pembiayaan Mura>bah}ah 

       Produk pembiayaan merupakan salah satu produk dari Bank BRI Syariah dan 

bank-bank lainnya, yang merupakan pemberian fasilitas penyaluran atau penyediaan 

dana dari pihak-pihak yang surplus unit untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit. Adapaun salah satu akad yang digunakan dalam 

perbankan syariah adalah mura>bah}ah, akad mura>bah}ah  merupakan akad unggulan 

yang diterpakan di semua bidang perbankan syariah dalam produk pembiayaanya. 

Akad mura>bah}ah yang penerapannya dalam perbankan syariah diatur oleh Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah. Jadi, secara 

prinsip dan aturan penerapan mura>bah}ah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan 

mura>bah}ah pada Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa khusus pada 

pembiayaan Mikro.  

       Pembiayaan Mikro terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 

iB, Mikro 200 iB dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 



Yang ada akad mura>bah}ah nya adalah produknya pembiayaan khusus 

pembiayaan Mikro. Mikro 25, 75, 200 sama KUR. Karena Mikro kan terbagi 

produknya ada Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB yang dulunya adalah 

Mikro 500 iB dan KUR.51 

       Pembiayaan Mikro BRI Syariah menggunakan akad mura>bah}ah dengan tujuan 

pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari 

tujuan produktif nasabah. Pembiayaan Mikro ini di peruntukkan bagi wira usaha dan 

atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro 

dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. 

Kalau mura>bah}ah  kan istilahnya kalau secara syariah itu adalah jual beli, disini 

dijualbeli itu dicantumkan antara modal dengan harga beli sama harga jual, 

disitukan ada margin ada keuntungan bank. Jadi awalnya itukan nasabah 

mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. Apakah dia tujuannya adalah 

untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada 

tiga tujuan, modal kerja, investasi sama konsumtif.52 

       Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan 

nasabah BRI Syariah. 

Pembiayaan yang saya ajukan itu untuk beli mobil tongkang dan yang 

ditawarkan sama pihak bank itu kesaya itu Mikro untuk konsumer.53 

       Akad mura>bah}ah  adalah akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro 

dan pada pembiayaan Mikro ini memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan nasabah 

mengajukan permohonan pembiayaan. Beberapa tujuan nasabah mengambil 

pembiayaan yaitu untuk modal kerja, investasi dan konsumtif. 

1. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi 

       Di Bank BRI Syariah, produk ini disebut dengan produk pembiayaan Mikro. 

Produk ini diberikan berkaitan dengan usaha nasabah, seperti pembangunan toko, 

                                                 
51Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018) 
52Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018) 
53Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018) 



pembangunan cafe atau warkop, pembangunan warnet, pembelian mesin dan lain 

sebagainya. Adapaun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah: 

1. Produk pembiayaan 

       Pada pembiayaan modal kerja dan investasi terbagi menjadi beberapa 

produk berdasarkan jumlah pembiayaan yang inginkan nasabah. Adapun 

produk yang pertama yaitu Mikro 25 iB pada produk ini besarnya jumlah 

pembiayaan yang diambil nasabah adalah Rp5- Rp25 juta dan tenornya selama 

6-36 bulan. Yang kedua adalah Mikro 75 iB, jumlah pembiayaan yang diambil 

oleh nasabah sebesar Rp5- Rp75 juta dan tenornya selama 6-36 bulan. Dan yang 

terakhir Mikro 200 iB yang pada produk ini besarnya jumlah pembiayaan yang 

diambil nasabah sebesar >Rp75-Rp200 juta dan tenor pembayarannya selama 

6-36 bulam, 6-48 bulan dan 6-60 bulan. 

Tabel 4.1 Produk Pembiayaan Mikro 

Produk 
Pagu 

(juta) 
Tenor 

Mikro 25 iB 5-25 6-36 bulan 

Mikro 75 iB 5-75 6-36 bulan 

Mikro 200 iB >75-200 

6-36 bulan 

6-48 bulan* 

6-60 bulan* 

Sumber : Brousur Unit Mikro BRISyariah iB 

2. Persyaratan Umum 

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia >18 tahun 



3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah 

4. Lama usaha calon nasabah : 

(1) Untuk Nikro 75 iB dan Mikro 200 iB, lama usaha minimal 2 tahun 

(2) Untuk Mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun 

5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi 

6. Memiliki usaha tetap 

7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak 

kandung 

8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku 

3. Persyaratan Dokumen (Umum) 

       Untuk persyaratan dokumen umum yang harus disiapkan oleh nasabah 

berupa, copy KTP calon nasabah dan copy KTP pasangan apabila nasabah 

sudah menikah, copy kartu keluarga dan akta nikah, akta cerai dan surat 

kematian pasangan, dan surat ijin usaha atau surat keterangan usaha. Adapun 

persyaratan tersebut dilengkapi pada seluruh produk pembiyaan Mikro, baik 

Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB. 

 

 

Tabel 4.2 Persyaratan Dokumen Umum 

Persyaratan 
Mikro 

25iB 

Mikro 

75iB 

Mikro 

200iB 

FC KTP Calon 

Nasabah dan pasangan 
√ √ √ 

Kartu 

Keluarga dan Akta 

Nikah 

√ √ √ 



Akta 

Cerai/Surat Kematian 

(pasangan) 

√ √ √ 

Surat Ijin 

Usaha / Surat 

Keterangan Usaha 

√ √ √ 

Sumber : Brousur Unit Mikro BRISyariah iB 

4. Persyaratan Dokumen (Khusus) 

       Adapun yang dimaksud dengan persyaratan dokumen khusus adalah 

persyaratan yang tidak diterapkan ke semua jenis pembiayaan mikro. 

Persyaratan tersebut seperti jaminan dan NPWP yang hanya di persyaratkan 

pada pembiayaan Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB. 

Tabel 4.3 Persyaratan Dokumen Khusus54 

Persyaratan 
Mikro 

25iB 

Mikro 

75iB 

Mikro 

200iB 

Jaimanan X √ √ 

NPWP X √ √ 

Sumber : Brousur Unit Mikro BRISyariah iB 

2. Pembiayaan Konsumer 

       Pembiayaan konsumer merupakan salah satu produk pembiayaan Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa, pembiayaan konsumer ini berkaitan dengan 

pembelian mobil. Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah 

perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip 

jual beli mura>bah}ah. Dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran 

yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Adapun ketentuannya sebagai 

                                                 
54BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, “Unit Mikro BRISyariah iB,” Brosur, 12 

September 2018. 



berikut: 

1. Pembelian Mobil Baru 

1. Top Brand 

1. Merek/brand yang dianggap sebagai pemimpin di industry mobil dan 

mempunyai demand/permintaan yang tinggi. 

2. Mempunyai nilai jual kembali yang tinggi. 

3. Mempunyai kualitas yang tinggi dan layanan purna jual yang baik. 

       Merek atau brand yang termasuk kriteria Top brand adalah Toyota, Honda, 

Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu dan Marsedec Benz. 

2. Non Top Brand 

Non Top Brand yaitu merek/brand yang dianggap di bawah top brand. 

2. Pembelian Mobil Bekas/Second 

1. Termasuk mobil kategori Top Brand. 

2. Tahun pembuatan terbatasi dengan ketentuan jangka waktu maksimum 8 

tahun dari bulan penerbitan BPKB. 

3. Penjualan mobil bekas dapat berasal dari Approved showroom / perorangan. 

4. Wajib dilakukan pemeriksaan keaslian BPKB ke POLDA setempat dan 

dimintakan bukti pemeriksaan keaslian tersebut. 

3. Fitur 

1. Plafon pembiayaan 

1. Minimal Rp.50.000.000,- 

2. Maksimal Rp.1.000.000.000,- 

2. Uang muka ringan, mulai 30% 

3. Bank Finance (pembiayaan bank) 



1. Pembelian mobil baru, maksimum 80% dari harga On the Road yang 

dikeluarkan Dealer. 

2. Pembelian mobil bekas, maksimum 70% dari nilai pasar (ditetapkan 

penilai jaminan bank). 

4. Jangka waktu pembiayaan 

1. Pembelian mobil baru, minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. 

2. Pembelian mobil bekas, minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. 

Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun 

dari bulan penerbitan BPKB 

4. Persyaratan Umum Nasabah 

1. WNI 

2. Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat 

sebelumnya minimal 2 (dua) tahun dari perusahaan/institusi yang memiliki 

reputasi yang baik, serta memiliki penghasilan tetap. 

3. Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis 

dan bidan). 

4. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada 

saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia 

pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis. 

5. Hasil track record BI Cheking dan DHBI lancar/clear 

6. Tersedia Aplikasi permohonan pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang 

telah ditandatangani oleh calon nasabah. 

7. Membuka rekening tabungan di Bank BRI Syariah. 



8. Untuk total pembiayaan minimal Rp.50 juta rupiah wajib menyerahkan 

NPWP pribadi. 

5. Dokumen Kelengkapan Nasabah 

1. Copy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila telah menikah) 

2. Copy kartu keluarga 

3. Copy NPWP pribadi (untuk pembiayaan >Rp. 50 juta) 

4. Surat keterangan pekerjaan (asli) / copy SK pengangkatan 

5. Surat keterangan penghasilan/slip gaji (asli) 

6. Copy rekening tabungan /giro calon nasabah 

7. Copy surat pemesanan kendaraan/SPK Dealer (untuk mobil baru dari 

authorized dealer) 

8. Covernote BPKB dari authorized dealer untuk mobil baru 

9. Copy BPKB untuk mobil bekas / alih pembiayaan 

10. Kwitansi kosong 3 lembar dan bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas/alih 

pembiayaan) 

11. Copy surat izin praketek dokter/bidan, untuk profesi kesehatan 

12. Copy surat tanda registrasi, untk profesi kesehatan.55 

       Produk pembiayaan mura>bah}ah  merupakan salah satu produk di Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Dalam pelaksanaan dan penerapan akad 

mura>bah}ah  sudah ditur oleh DSN-MUI. Adapun yang dijelaskan dalam Fatawa DSN-

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah, pasal pertama yakni “Ketentuan 

Umum Mura>bah}ah dalam Bank Syariah” dan pasal kedua tentang “Ketentuan 

Mura>bah}ah  kepada Nasabah” . ketika nasabah mengajukan permohonan dan janji 

                                                 
55https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17, diakses pada tanggal 25 september 

2018 

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17


pembelian suatu barang aset kepada Bank misalnya dengan tujuan untuk Modal Kerja, 

Investasi atau Konsumtif. 

Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. 

Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau 

investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal kerja, investasi sama 

konsumtif.56 

       Nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah di tetapakan oleh pihak 

Bank BRI Syariah sebagaimana syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas. Dan 

sebagaiamana syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Rijal Darwis dari wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Syarat awal ketika pembiayaan, yang pertama adalah fotokopy KTP suami istri, 

fotokopy KK, fotokopy buku nikah trus legalitas usahanya misalnya keterangan 

usahnanya seperti Surat Ijin Usaha , fotocopy dokumen yang akan di jaminkan 

kepada pihak bank dan nanti disaat mau akad harus dia bawa aslinya. Dan 

pembiayaan di atas 50 jt itu harus ada NPWP.57 

       Hal senada juga disampaikan oleh nasabah BRI Syariah berdasarkan wawancara 

yang peneliti lakukan. 

Ketika saya datang ke Bank BRI Syariah itu pas saya mau ambil pembiayaan, 

saya disuruh bawa fotokopy KTP, KK, buku nikah sama izin usaha dan banyak 

yang lain.58 

       Setelah nasabah memenuhi persyaratannya dan selanjutnya di jelaskan dalam 

Fatwa DSN-MUI ialah jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, dengan cara bank 

membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini 

harus sah dan bebas riba. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jika 

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 
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akad jual beli mura>bah}ah  harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik 

bank.  

       Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus 

menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara 

hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 

jula beli, bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah  yang bebas riba. Bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai 

harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur 

harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan barang yang 

diperjualkan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan 

pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerapan akad mura>bah}ah  sangat 

berbeda dengan akad mura>bah}ah  yang diterapkan di Bank BRI Syraiah KCP Gowa 

Sungguminasa. 

Semua mura>bah}ah  pasti ada waka>lah nya karena kalau mau secara syariah yang 

murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad waka>lah 

dijelaskan bahwa pihak bank memberikan waka>lah kepada nasabah untuk 

membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan 

DRP nya daftar rencana pembiayaannya. Pada akad waka>lah nasabah 

mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik 

nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung 

akan di balik nama kenasabahnya nantikan akan ada biaya-biaya yang timbul 

nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank yang tanggung karna kan kita 

hanya perjanjikan adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.59 

       Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di BRI Syariah belum ada syariah 

yang betul-betul murni, karena penerapan syaraiahnya belum betul-betul secara kaffah. 

Sehingga semua mura>bah}ah pada bank disertakan akad waka>lah yaitu pihak bank 

mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dan dalam pembelian 
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barang tersebut langsung atas nama nasabah atau dengan kata lain langung balik nama 

kepada nasabah. 

Iye yang mura>bah}ah itu di BRI Syariah pake akad waka>lah  juga karena kalau 

kita mau beli barang katanya nasabah yang pergi beli sendiri, yang cari sendiri. 

Terus nanti itu barang yang saya beli langsung atas nama saya sendiri.60 

       Selanjutnya aturan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI bahwa bank 

membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah 

memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga. 

Secara garis besar semuanya sama ji menggunakan mura>bah}ah. Cuman sistem 

di awalnya ji yang beda. Kalau modal kerja kan nda perlu ada DPnya kecuali 

kalau investasi dan konsumtif harus ada DPnya kalau aturannya sih minimal 

20% secara aturan minimal.61 

Ketika saya datang mau ajukan pembiayaan itu, pihak bank bilang saya harus 

menyiapkan DP sebesar 20% dari jumlah pembiayaan yang mau saya ambil 

itu.62 

       Alasan di perbolehkannya uang muka adalah untuk mengantisispasi kerugian yang 

akan dialami oleh bank, yaitu jika nasabah kemudian menolak membeli barang 

tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka 

kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 

sisa kerugian kepada nasabah. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan 

tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 
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       Adapun selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatawa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah, pada pasal ketiga tentang “Jaminan dalam 

Mura>bah}ah” bahwasanya jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang. 

Ya harus ada jaminannya kalau nasabah mau mengambil pembiayaan di Bank 

BRI Syariah biar nasabah tidak kabur gitu, dan pembiayaan yang pake jaminan 

itu pembiyaan Mikro 75iB sama Mikro 200 iB yang plafonnya mulai dari 

>Rp50 juta. Untuk jaminannya itu berupa Tanah, bangunan seperti rumah, 

kendaraan bermotor, deposito, dan kios, los atau lapak.63 

Yang saya jaminkan ke Bank BRI Syariah itu rumah saya, sertifikat rumah 

karena katanya harus punya jaminan untuk ambil pembiayaan.64 

       Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas bahwa pengadaaan jaminan 

sangat penting ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan dan sangat dibutuhkan 

oleh pihak bank untuk mengantisispasi resiko kerugian yang akan timbul apabila 

nasabah membatalkan jual beli, ataupun tidak menepati janjinya dalam menyelesaikan 

utangnya. 

       Selanjutnya yang di jelaskan mengenai utang dalam mura>bah}ah yang terdapat 

dalam pasal keempat tentang “Utang dalam Mura>bah}ah” pada Fatwa DSN-MUI No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah, pasal keempat. Penyelesaian utang 

nasabah sudah sangat jelas bahwa nasabah membayar utangnya sesuai dengan 

angsuran pembayarannya yang telah disepakati dengan pihak bank. Pihak nasabah juga 

bisa mempercepat pembayarannya ke bank apabila nasabah mau dan sanggup. 

Metode penyelesaian utang nasabah itu diangsur setiap bulan sesuai dengan 

kesepakatan. Potongan pelunasan: kalau secara syariah kita tidak bisa 

perjanjikan di awal. Karena, yang di perjanjikan hanya harga jual. Jadi kalau 

misalnya untuk pelunasan di percepat kita nda bisa adakan perjanjian di atas 

atau di dalam akadnya tapi kita disini ada istilah pemberian diskon itu 
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tergantung kebijakan dari pimpinan cabang itu bisa cuman kita nda bisa 

perjanjikan dan nda bisa dituangkan ke dalam akad.65 

       Penyelesaian utang dalam mura>bah}ah dengan cara diangsur setiap bulan oleh 

nasabah sampai batas waktu yang telah telah disepakati oleh nasabah dengan pihak 

bank, adapun mengenai potongan pelunasan yang dibelikan oleh bank ketika nasabah 

melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya dipercepat pihak bank tidak bisa 

menjanjikan di akad. Menegenai potongan pelunasan di Bank BRI Syariah ada yang 

namanya diskon, diskon itu tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh pimpinan 

cabang namun tidak diperjanjikan di akad. 

       Aturan selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah. Tentang “Penundaan Pembayaran dalam 

Mura>bah}ah” pasal kelima. Menjelaskan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan 

tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun penjelasan yang 

didapat oleh peneliti dalam hasil wawanncara dengan Pak Rijal Darwis mengenai 

nasabah yang menunda pembayaran. 

Kalau ada nasabah yang sengaja menunda utang atau untuk membayar utang 

nantikan kita bisa komunikasikan langsung dengan nasabah bagaimana cara 

penyelesainnya, tapikan ada tahap-tahapnya pertamakan misalnya dia lewat 

tujuh hari kan ada namanya surat teguran pertama lewat lagi tujuh hari SP dua, 

sampai SP tiga ada tahap-tahapnya.di Bank Syariah juga ada namanya denda 

keterlambatan Ta’zir, dan cara perhitungannya itu adalah margin dibagi 360 

kali total angsuran per bulan di kali satu hari. Denda keterlambatan per hari itu 

dituliskan dalam rupiah dan dituangkan dalam akad pembiayaan.66 
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       Nasabah yang menunda pembayaran utangnnya secara sengaja pada bank padahal 

nasabah mampu, maka nasabah tidak dibenarkan untuk menunda pembayarannya 

dikarenakan ketika nasabah sudah melaksanakan akad dengan pihak bank maka 

nasabah memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan. Karena, di dalam akad sudah dituangkan bahwa ada denda yang 

akan diberikan kepada nasabah apabila menunda pembayaran utangnya. 

       Aturan terakhir yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah. Tentang “Bangkrut dalam Mura>bah}ah” pasal 

keenam. Bangkrut yang dimaksud adalah ketika nasabah pailit atau gagal dalam 

menyelesaikan utangnya. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

Kita bisa komunikasikan langsung dengan nasabah bagaimana cara 

penyelesainnya kalau memang nasabah kita kondisinya saat itu apakah tidak 

mampu, dari dia tidak membayar apakah ada penurunan omset atau bagaimana 

ya kita carikan jalan dengan menjual jaminan secara sukarela atau di lelang. 

Atau kita adakan restrack, restrukturisasi adalah kelonggaran, perpanjangan 

waktu, kita tarik lagi untuk mengurangi angsuran, penambahan jangka waktu. 

Direstrack direscedule ulang dijadwal ulang. Kalau nasabah sudah tidak 

mampu apakah tidak mampu dalam hal keungan. Kan banyak nasabah tidak 

mampu gara-gara dia sakit  kita nda langsung, adalah tahapan-tahapannya.67 

       Ketika nasabah sudah tidak mampu menyelesaikan utangnya bukan karena 

kesengajaan melainkan mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu dalam hal 

keuangan atau karena sakit misalnya, maka bank harus menunda tagihannya atau 

mencarikan solusi dengan mencarikan jalan lain. Adapun kebijakan yang dapat 

diberikan oleh bank kepada nasabah adalah restrack restrukturisasi adalah 
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kelonggaran, perpanjangan waktu untuk mengurangi angsuran dan penambahan jangka 

waktu. 

2.   Proses Penyertaan Akad Wakâlah dalam Produk Pembiayaan Mura>bah}ah 

       Produk pembiayaan mura>bah}ah merupakan salah satu produk yang sering 

digunakan di Bank BRI Syaraiah KCP Gowa Sungguminasa. Dalam penerapan dan 

perkembangannya, akad mura>bah}ah ini mengalami modifikasi. Yakni, setiap 

melaksanakaan pembiayaan, akad murâbahah selalu disertai dengan akad waka>lah. 

Untuk mengetahui bagaimana proses penyertaan akad waka>lah tersebut, perlu 

dilakukan penjelasan tentang bagaimana proses pembiayaan mura>bah}ah dari awal 

hingga akhir. 

       Berdasarkan wawancara data yang diperoleh peneliti di Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa, diperoleh data tentang alur pembiayaan. Alur pembiayaan 

tersebut dibedakan menjadi tiga tujuan, yaitu: alur pembiayaan modal kerja, investasi 

dan konsumer. Peneliti akan menjelaskan bagaimana alur pembiayaan konsumer karna 

secara garis besar ketiga tujuan pembiayaan Mikro tersebut alurnya sama 

menggunakan akad mura>bah}ah  hanya sistem di awalnya yang beda. 

Secara garis besar semuanya sama ji menggunakan mura>bah}ah. Cuman sistem 

di awalnya ji yang beda. Kalau modal kerja kan nda perlu ada DPnya kecuali 

kalau investasi dan konsumtif harus ada DPnya kalau aturannya sih minimal 

20% secara aturan minimal.68 

       Pada pembiayaan Mikro terbagi menjadi tiga berdasarkan tujuannya. Yaitu, 

pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk investasi dan pembiyaan untuk 

konsumsi. Ketiga pembiayaan tersebut semuanya menggunakan akad mura>bah}ah. 

Adapun alur pembiayaan Mikro dengan menggunakan akad mura>bah}ah semuanya 

memiliki alur yang sama sebenarnya dan yang memebedakan hanya pada sistem 
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awalnya yaitu uang muka atau DP nya. Pada ketiga pembiayaan Mikro diatas yang 

menggunakan uang muka hanya pada pembiayaan dengan tujuan investasi dan 

pembiyaan dengan tujuan konsumtif sedangkan pada pembiayaan dengan tujuan modal 

kerja tidak menggunakan uang muka atau DP. Adapun uang muka pada pembiayaan 

tersebut minimal sebesar 20% yang dikeluarkan oleh nasabah. 

1. Alur Pembiayaan Mura>bah}ah Konsumer 

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan 

membawa persyaratan yang telah ditentukan. Account Officer Mikro (AOM) 

menerima berkas nasabah tersebut dan melakukan analisis kelayakan nasabah, 

baik melalui BI Cheking ataupun melalui data lapangan. 

BI cheking adalah penentu untuk memberi pinjaman, kalau BI Chekingnya 

sudah jelek buat apa dikasi pinjaman, tahap proses itu banyak harus kuat 

prosesnya. Proses dalam pengajuan pinjaman, tidak dibilang itu usaha besar 

bisa layak diberikan biar usahanya besar tapi pengecekan identitas nasabah itu 

jelek tetap nda bisa diberikan kalau BI chekingnya bagus usahanya bagus baru 

layak diberikan.69 

       Pada saat nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan sangat penting 

untuk dilakukan pengecekan BI Cheking pada nasabah. Karena, BI Cheking 

merupakan penentu untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, meskipun usaha 

nasabah bagus namun BI Chekingnya jelek maka tidak akan diberikan pembiayaan 

karena untuk mendapatkan persetujuan pembiyaan pada bank, nasabah harus memiliki 

usaha yang lancar dan BI Chekingnya bagus, 

2. AOM menyerahkan data agunan nasabah kepada Appraisal untuk ditentukan 

berapa nilai agunan tersebut.  
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3. AOM menyerahkan hasil analisis kelayakan nasabah kepada Manajer 

Marketing (MM) dan Pimpinan Cabang untuk kemudian disetujui atau tidak. 

4. Apabila pembiayaan tersebut disetujui, maka oleh AOM akan dibuatkan surat 

perjanjian akad melalui dua cara: 

1. Notariil, AOM melalui Legal menyerahkan berkas tersebut kepada notaris 

untuk dibuatkan surat perjanjian akad mura>bah}ah, sedangkan perjanjian 

akad waka>lahnya di buatkan oleh Legal. 

2. Bawah Tangan, Legal membuatkan surat perjanjian akad tersebut, baik 

akad mura>bah}ah  maupun akad waka>lahnya. 

5. AOM menyerahkan berkas kepada Administrasi Pembiayaan (ADP) untuk 

menentukan besarnya biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya-biaya 

lain.  

6. Setelah semua surat perjanjian akad jadi, maka AOM melangsungkan akad 

mura>bah}ah  dan waka>lah  sekaligus dengan nasabah.  

7. Setelah selesai kontrak, AOM kembali ke ADP untuk proses pencairan dana.70 

       Dari alur di atas dapat dideskripsikan bahwa ketika nasabah datang dan 

mengajukan pembiayaan konsumer kepada Bank BRI Syaria’ah, maka pihak bank akan 

menunjukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Untuk pembiayaan konsumer 

ini, nasabah akan ditangani oleh bagian AOM. Setelah nasabah sudah melengkapi 

seluruh persyaratan yang di tetapkan Bank, maka AOM akan memeriksa kelengkapan 

berkas tersebut. Selain itu juga akan dilakukan uji kelayakan nasabah, baik dari segi 

bidang usahanya maupun character, capacity dan collateral nasabah itu sendiri. 

                                                 
70BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, “Panduana Pembiayaan Mikro,” Buku Panduan, 12 

September 2018. 



Jadi kita survei, secara disinikan ada tiga, character, capacity sama collateral. 

Setelah kita analisa dari tiga C nya ini memenuhi syarat baru kita berikan 

persetujuan pembiayaan.71 

       Di samping melakukan cek kelayakan, AOM juga akan melakukan negosiasi 

dengan nasabah mengenai harga dan margin dari barang yang akan dijadikan objek 

pembiayaan, di waktu yang sama, AOM akan menyerahkan data agunan yang 

diserahkan oleh nasabah kepada bagian Appraisal. Hal ini akan selalu dilakukan 

meskipun pemohonan pembiayaan tersebut belum mendapat persutujuan dari 

Pimpinan Cabang. Tanpa menunggu hasil dari bagian Appraisal, AOM akan 

menyerahkan data nasabah kepada MM dan Pimpinan Cabang untuk kemudian 

dilakukan pengecekan ulang. Apabila MM dan Pimpinan Cabang tidak menyetujui 

permohonan tersebut, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi 

apabila permohonan tersebut disetujui, maka akan di lanjutkan kepada proses 

selanjutnya. 

Apabila berkas lengkap pengecekan BI Cheking ok bagus maka dari pihak BRI 

Syariah atau pihak bank akan melakukan yang namanya survei usaha sekalian 

menganalisa pendapatan dari penjualan nasabah hasil usaha dari nasabah itu 

seperti pemasukan pengeluaran. Apabila dilakukan survei itu pihak bank 

mengatakan ok hasil analisanya ok artinya nasabah tersebut layak diberikan 

pinjaman sebesar yang diajukan, Adakan biasa nasabah itu permintaannya 

Rp100 juta tapi omset di bisnisnya bukan sejumlah itu itukan nda bisa di 

berikan karena over ceritanya.72 

       Pada tahap berikutnya, AOM melalui Legal akan berkoordinasi dengan pihak 

notaris untuk membuat surat perjanjian akad mura>bah}ah. Proses ini disebut dengan 

notariil, dimana surat perjanjian akad mura>bah}ah  tersebut dibuat oleh seorang Notaris. 

Selain berkoordiansi dengan Notaris, Legal juga membuat sendiri khusus untuk surat 

perjanjian akad waka>lahnya. Proses ini disebut dengan bawah tangan, dimana proses 
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pembuatan surat perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Notaris. Selain 

berkoordinasi dengan Legal, AOM juga berkoordiansi dengan ADP untuk menentukan 

besarnya biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. 

       Setelah surat perjanjian akad mura>bah}ah dari notaris jadi, maka nasabah datang 

lagi ke bank untuk melakukan tanda tangan akad mura>bah}ah. Di waktu yang sama pula 

bank menyertakan surat perjanjian akad waka>lah yang telah dibuat oleh pihak Bank 

untuk juga ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu kedua akad tersebut secara sah 

ditandatangani oleh nasabah, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana. Nasabah 

menuju ADP pada jam pencairan untuk menerima dana yang nantinya digunakan untuk 

membeli barang. 

       Alur pembiayaan konsumer tidak jauh berbeda alurnya dengan pembiayaan modal 

kerja dan investasi. Yang membedakan hanya pada uang muka atau DP nya yakni pada 

pembiayaan investasi dan konsumer harus memiliki DP tidak dengan pembiayaan 

modal kerja. Adapaun uang muka yang di tetapkan sebesar 20% minimal. Hasil akhir 

dari proses pembiayaan tersebut juga sama, yaitu pada saat melakukan akad 

mura>bah}ah, bank juga menyertakan akad waka>lah. Artinya, bank selalu menyertakan 

akad waka>lah dalam proses pembiayaan mura>bah}ah  tersebut. Selain itu, dalam proses 

penyertaan akad waka>lah tersebut,  Bank juga langsung mengatasnamakan pembelian 

barang dengan atas nama nasabah. 

Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas 

nama nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika 

beli rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya nantikan 

akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan 

bank yang tanggung karena kan kita hanya perjanjikan adalah harga barangnya 

dan margin bukan biaya-biaya.73 
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       Dengan adanya dua akad yang digunakan dalam sebuah produk, maka pasti ada 

akad yang didahulukan dan ada juga akad yang diakhirkan. Dalam proses penyertaan 

akad waka>lah dalam akad mura>bah}ah  ini, bank menggunakan akad waka>lah terlebih 

dahulu sebelum menggunkan akad mura>bah}ah. 

Setelah kita setujui  nasabah akan mencantumkan daftar rencana 

pembiayaannya DRP nya, apa-apa yang dia butuhkan, misalnya dia mau 

membeli sabun, sampo gula merah dan lain-lain untuk keperluan toko, item-

itemnya to sampai dengan nominalnya Rp50 juta, diakan mengajukan Rp50 

juta. Setelah sampai dari jumlah itemnya itu yang Rp50 juta itu secara terperinci 

Rp50 juta baru kita akad wakalah mewakilkan, jadi wakalah disini kita 

memberikan ke nasabah untuk membelikan barang sesuai dengan barang yang 

diinginkan setelah dia dapat langsung baru kita mura>bah}ah kan jual beli.74 

      Dalam hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah, hasil 

wawancara sebagai berikut: 

Tentang mura>bah}ah sama waka>lah  itu saya tanda tangan langsung dua-duanya 

secara bersamaan, setelah sudah saya tanda tangan baru saya lakukan pencairan 

dana selanjutnya saya lakukan pembelian, setelah itu saya ke bank untuk 

memperlihatkan bukti pembelian saya baru diadakan jual beli sama bank.75 

       Berdasarkan hasil wawancara di atas ketika nasabah yang mengajukan 

pembiayaan disetujui oleh pihak bank setelah melihat daftar rencana pembiayaan 

nasabah. Selanjutnya bank mlaksanakan perjanjian akad waka>lah  dengan nasabah 

yang bertujuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai 

dengan daftar renacana pembiayaannya, setelah barang yang diinginkan nasabah 

terpenuhi selanjutnya pihak bank melaksanakan akad mura>bah}ah dengan nasabah 

untuk proses jual beli barang tersebut dengan nasabah. Dan dalam pembuatan akad 

mura>bah}ah dan akad waka>lah dibuat secara bersamaan dan ditanda tangani secara 

bersamaan oleh nasabah. 
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4.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminsa Menyertakan Akad 

Waka>lah  dalam Produk Pembiayaan Mura>bah}ah 

       Produk pembiayaan mura>bah}ah yang ada di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa tidak seperti transaksi mura>bah}ah pada umumnya. Hal tersebut 

dikarenakan dalam dalam praktik operasionalnya, bank menyertakan akad waka>lah 

dalam produk pembiayaan mura>bah}ah tersebut. Sebuah praktik yang jarang atau 

bahkan tidak disinggung dalam pembahasan buku-buku klasik di perkuliahan. Akan 

tetapi sebagai salah satu bagian dari objek akademik, adanya praktik tersebut perlu 

untuk ditinjau dari beberapa sudut pandang, dengan tujuan agar memperoleh 

pandangan yang komprehensif. Pada dasarnya, semua produk syariah yang ada di BRI 

Syariah, termasuk produk pembiayaan mura>bah}ah ini, telah melalui proses 

penyaringan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BRI pusat. 

Semua produk di BRI Syariah kan sudah diproses dulu di Dewan Pengawas 

Syariah di pusat. Baik prosesnya, hukumnya, ataupun yang lainnya. Kami kan 

tinggal melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di pusat. Jadi kami kira produk 

mura>bah}ah sudah sah secara syariat. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat 

memahaminya.76 

       Lebih dari itu, seperti layaknya undang-undang bagi semua bisnis yang bergerak 

dengan menggunakan prinsip syariah, ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI juga 

telah diterapkan pada produk mura>bah}ah. Produk yang dianggap sebagai solusi dari 

kredit bank konvensional ini seharusnya telah dijalankan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. 

       Melihat kenyataan di lapangan bahwa dalam praktiknya, produk pembiayaan 

mura>bah}ah ini disertai dengan akad waka>lah, selain karena memang sudah diatur dalam 

Fatwa DSN-MUI, hal ini juga mempunyai alasan mendasar yang perlu untuk diketahui. 
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Apabila Bank BRI Syariah dituntut untuk melaksanakan sebuah akad seperti yang ada 

dalam buku-buku akademik, maka akan ada kendala-kendala yang nanti akan ditemui. 

Yang pertama, untuk menyediakan seluruh barang kebutuhan nasabah dalam 

mengajukan pembiayaan maka pihak bank harus memiliki stock barang yang 

diinginkan nasabah dan hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dijangkau oleh bank. 

Kalau mau pakai sistem syariah kan harus bank itu menyediakan barang apa 

yang kebutuhannya nasabah, cuman kan kita nda ada gudang nda ada apa-apa 

makanya kita pakai akad waka>lah mewakilkan jadi itu nasabah mewakili bank 

untuk membelikan barang apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah karena 

kita kan nda bisa menyediakan barang, nda ada gudang misalnya mau membeli 

mobil, kitakan nda ada showroom itumi fungsinya akad waka>lah.77 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, alasan pertama Bank BRI 

Syariah menyertakan akad waka>lah karena faktor tempat. Selain itu bank harus 

menyetok barang yang dibutuhkan nasabah dan itu butuh tempat yang luas seperti 

membangun toko atau showroom. Sedangkan  bank tidak memiliki sebuah toko dan 

showroom yang menyediakan semua kebutuhan nasabah. 

       Alasan kedua yang menyebabkan bank harus menyertakan akad waka>lah dalam 

pembiayaan mura>bah}ah  setelah faktor tempat adalah faktor administrasi. Apabila bank 

menjalankan akad mura>bah}ah  sesuai dengan teori, maka pihak bank akan mengalami 

kesulitan terutama pada bagian administrasi. Bagian ini akan melakukan kerja ganda. 

Dan hal ini menurut bank merupakan sesuatu yang tidak efektif. Sehingga untuk 

meminimalkan kerja tersebut, pihak bank membuat regulasi tentang akad waka>lah. 

Proses waka>lah  itu sendiri juga kan langsung atas nama nasabah. Karena kalau 

dengan atas nama bank dulu baru kemudian di atas namakan nasabah, itu nanti 

akan ribet, prosesnya panjang. Kasihan nanti yang bagian administrasi.78 

       Selanjutnya bank berpendapat bahwa dengan adanya akad waka>lah tersebut 

nasabah akan semakin diuntungkan. Karena penyertaan akad waka>lah tersebut juga 
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bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bisa memilih sendiri 

barang yang hendak dibeli.  

Proses perwakilan itu di samping faktor tempat dan administrasi, juga 

sebenarnya untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih 

barang yang ia inginkan. Lagipula pengetahuan pihak bank kan juga terbatas. 

Maksudnya pengetahuan tentang barang yang dibutuhkan nasabah tersebut. 

Misalkan nasabah butuh beli suatu barang, bank kan belum mesti tau posisi 

barang tersebut, makanya kita waka>lah kan.79 

       Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan pihak bank juga menjadi salah satu 

faktor yang mendukung adanya penyertaan akad waka>lah  tersebut. Pengetahuan yang 

dimaksud adalah pengetahuan tentang barang yang diinginkan nasabah. Ditambah lagi 

dengan terbatasnya jam kerja yang ada di Bank BRI Syariah. 

Kita mewakilkan itu selain karena faktor tempat dan administrasinya, kita kan 

juga tidak tau barang yang dibutuhkan nasabah seperti apa, tempatnya dimana, 

yang murah ditoko mana, makanya kita wakilkan itu kepada nasabah langsung 

yang mengetahui barang yang diinginkan.80 

      Memang dengan perbandingan jumlah karyawan dan nasabah yang tidak seimbang 

ini memerlukan suatu terobosan agar kegiatan operasionalnya tetap dapat berjalan. 

Apabila akad mura>bah}ah ini dilakukan dengan ketentuan secara syar’i secara total 

maka ada pihak yang diberatkan. Kondisi ini dikeluhkan oleh pihak Bank BRI Syariah. 

Selain karena kita juga memberikan kepercayaan kepada nasabah, pemberian 

waka>lah  ini kita lakukan karena tidak ada waktu. Misalnya nasabah mau buka 

toko butuhnya gula, minyak dan lain-lain. Kita kan tidak mungkin membelikan 

gula dan minyak, ini dan itu kemudian baru kita jual kepada nasabah, karena 

selain ribet juga waktunya yang tidak tidak ada. Kita kan tidak mungkin 

mengakomodir semua kebutuhan nasabah dengan tenaga kita sendiri.81 

       Keterbatasan waktu juga termasuk sebagai faktor disertakannya akad waka>lah 

selain jumlah karyawan yang terbatas, waktu kerja pun terbatas pada perbankan 

syariah. kita bisa lihat apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan tujuan 

                                                 
79Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018) 
80Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018) 
81Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018) 



modal kerja untuk mebuka sebuah toko atau ruko, maka pasti pada DRP nasabah akan 

sangat banyak barang yang dibutuhkan seperti gula, minyak dan lain-lain. Maka akan 

sangat tidak mungkin cukup waktu untuk karyawan memenuhi kebutuhan nasabah 

tersebut dengan jam kerja yang terbatas. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

       Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa merupakan salah satu lembaga 

perbankan yang menggunakan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Tidak 

jauh berebeda dengan bank-bank syariah yang lain, Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa juga menempatkan produk pembiayaan mura>bah}ah sebagai produk 

andalan untuk menyalurkan dana pihak ketiga. Dilihat dari segi acuan yang digunakan, 

produk pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa 

menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah sebagai 

pedoman. 

       Apabila pihak Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyatakan bahwa 

acuan dan pedoman yang digunakan dalam operasional pembiayaan mura>bah}ah  adalah 

Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah, maka dapat dipahami bahwa 

setiap pasal atau ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tersebut telah diterapkan 

pada proses pembiayaan mura>bah}ah. Akan tetapi, untuk melihat lebih rinci terhadap 

kesesuaian antara fatwa dengan praktik yang ada di lapangan, maka perlu dilakukan 

analisis secara menyeluruh terhadap hal tersebut. 

       Sesuatu yang menjadi kegelisahan beberapa pihak, termasuk peneliti, tentang 

pembiayaan mura>bah}ah ini adalah karena disertakannya akad waka>lah pada produk 

pembiyaan mura>bah}ah. Jika akad mura>bah}ah tersebut diterapkan secara murni 

mengikuti apa yang ada dalam buku fiqh klasik, sangat kecil kemungkinan terjadi 



kerancuan dengan sistem bunga kredit. Karena memang mura>bah}ah  merupakan suatu 

akad jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tetapi saat ini, di berbagai 

lembaga perbankan syaraiah, akad mura>bah}ah telah mengalami modifikasi sehingga 

perlu untuk dikaji bagaimana penyertaan akad waka>lah  tersebut dengan menggunakan 

kacamata Fatwa DSN-MUI. 

       Pada tahap pertama ketika nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan 

pembiayaan, bank melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah tersebut, secara 

lisan maupun tulisan. Hal paling penting yang digali dari proses tersebut adalah tentang 

usaha nasabah atau barang yang dibeli oleh nasabah, apakah melanggar syariah atau 

tidak. Bank tidak akan mengabulkan permohonan pembiayaan untuk hal-hal yang 

melanggar aturan syar’i, seperti untuk usaha minuman keras, peternakan babi, usaha 

judi dan lain sebagainya. Temuan ini menunjukan bahwa bank masih menjalankan 

ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI N0. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah, 

yang berbunyi barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.82  

       Selanjutnya, dalam keseluruhan proses pembiayaan mura>bah}ah  terdapat beberapa 

tahapan yang menurut peneliti tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad mura>bah}ah 

atau akad waka>lah, seperti penentuan nilai agunan, analisis keuangan nasabah, 

pembuatan surat perjanjian akad, penyerahan berkas dan lain sebagainya. Tahapan-

tahapan tersebut lebih untuk memenuhi profesionalitas dan kehati-hatian dalam 

perbankan syariah. 

       Dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 

tentang mura>bah}ah, ada empat ayat dalam pasal yang berkaitan sangat erat dengan 

praktik dalam produk pembiayaan mura>bah}ah  yang menjadi fokus dalam pembahasan 
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ini. Adapun keempat ayat tersebut adalah: 

4.2.1 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah  Pasal 1 Ayat 

4 yang berbunyi: Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

Sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.83 

       Praktik pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah KCP Gow Sungguminasa 

hanya menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan akad mura>bah}ah bil 

waka>lah,  atau dengan kata lain mewakilkan proses pembelian barang kepada nasabah. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber: 

Semua mura>bah}ah  pasti ada waka>lah nya karena kalau mau secara syariah yang 

murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad waka>lah 

dijelaskan bahwa pihak Bank memberikan waka>lah kepada nasabah untuk 

membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan 

DRP nya daftar rencana pembiayaannya.84 

       Hal tersebut tentu bertentangan dengan dengan ayat dalam Fatwa DSN-MUI No. 

04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. Dalam ayat tersebut terdapat kata “Bank membeli”. 

Kata tersebut menunjukan bahwa bertindak aktif atau pasif membelikan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah. Jika disingkronkan denga model pembiayaan mura>bah}ah  di 

Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, tentu hal tersebut tidak sesuai karena 

kita tahu bahwa dengan menyertakan akad waka>lah  dalam akad mura>bah}ah, pihak 

bank tidak pernah secara langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Hal 

yang sama juga terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: Jika Bank menerima permohonan 

tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang.85 
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       Memang sebenarnya proses membeli dalam sebuah transaksi tidak harus dilakukan 

sendiri. Dalam konsep bermuamalah proses membeli dapat dilakukan oleh seorang 

wakil dengan menggunakan akad waka>lah. Tetapi implikasi dari proses membeli, baik 

secara langsung maupun diwakilkan, maka barang tersebut tetap secara hukum menjadi 

milik pihak yang mewakilkan. Dengan kata lain wakil tersebut melakukan pembelian 

untuk dan atas nama pihak yang mewakilkan. Inilah yang tidak terjadi dalam proses 

pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Karena, 

dengan akad waka>lah tersebut bank syariah tidak pernah memiliki barang kebutuhan 

nasabah. Seharusnya nasabah sebagai wakil dari pihak bank syariah melakukan 

pembelian barang untuk dan atas nama Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. 

Dengan demikian implikasi dari “Bank membeli” dapat terpenuhi. 

       Selanjutnya, dalam ayat yang sama terdapat kata “Atas nama Bank Sendiri”. Hal 

inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan dan kesyar’ian akad 

mura>bah}ah. Jika dalam pembelian barang bank tidak mewakilkan kepada nasabah, 

maka secara otomatis pembelian barang tersebut menggunakan atas nama bank, dan ini 

akan memenuhi substansi dari jual beli mura>bah}ah. Akan tetapi praktik di Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa, hal tersebut tidak terjadi karena bank menyertakan 

akad waka>lah, sehingga yang membeli adalah nasabah yang juga langsung 

menggunakan atas nama nasabah sendiri. Apalagi diperkuat dengan pernyataan dari 

pihak bank. 

Pada akad waka>lah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas 

nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli 

rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya.86 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pihak bank dengan langsung 

mengatasnamakan nasabah tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Fatwa DSN 

No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. 

4.2.2 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah  Pasal 1 Ayat 

5 yang berbunyi: Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.87 

       Berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, ayat ini menunjukan bahwa bank 

yang bertindak aktif membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Penyampaian 

semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut dapat dilakukan apabila 

bank sendiri yang melakukan pembelian barang. Dalam arti Bank tidak mewakilkan 

pembelian tersebut kepada nasabah. Tetapi melihat praktik di Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa yang selalu menggunakan akad waka>lah dalam semua 

pembiayaan mura>bah}ah nya, bagaimana mungkin bank menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian barang karena yang membeli barang adalah nasabah 

sendiri. Jadi kesimpulannya ayat ini dalam pasal di Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 

tentang mura>bah}ah  tidak diterapkan pada produk pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa. 

4.2.3 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah  Pasal 1 Ayat 

6 yang berbunyi: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan.88 
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       Sebelum melaksanakan akad mura>bah}ah dan waka>lah, Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa melakukan proses administrasi dimana nasabah diminta untuk 

memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Selain itu, pihak bank juga mengenakan biaya 

administrasi kepada nasabah atas transaksi penyaluran dana. Seharusnya biaya 

administrasi tersebut dibebankan atau dikenakan kepada nasabah sebesar biaya yang 

riil dikeluarkan setelah terjadi proses pengadaan barang. Tetapi hal ini tidak dilakukan 

mengingat bank selalu mewakilkan proses pembelian barang tersebut kepada nasabah 

dan biaya tersebut dibebankan sebelum terjadinya akad waka>lah. Bagaimana mungkin 

bank dapat mengetahui berapa besar biaya yang riil dikeluarkan sebelum terjadi proses 

pembelian barang. 

4.2.4 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah  Pasal 1 Ayat 

9 yang berbunyi: Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menajdi milik bank.89 

       Dari data hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa yang pertama, Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa selalu menyertakan akad waka>lah dalam 

pembiayaan mura>bah}ah, maksudnya tidak ada produk pembiayaan yang menggunakan 

akad mura>bah}ah  murni karena semua menyertakan akad waka>lah di dalamnya. Kedua, 

dalam proses mewakilkan itu bank langsung mengatasnamakan pembelian barang atas 

nama nasabah.  

       Dalam ayat 9 pasal 1 dapat dipahami bahwa apabila bank hendak mewakilkan 

proses pembelian barang kepada nasabah, diharuskan pembelian itu menggunakan atas 

nama bank agar barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Setelah itu baru 
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dilaksanakan akad mura>bah}ah. Artinya, akad mura>bah}ah tersebut dilakukan setelah 

dilakukan proses pengadaan  barang yang oleh bank mewakilkan kepada nasabah. 

Sehingga ketika akad mura>bah}ah tersebut dilaksanakan, telah memenuhi rukun jual 

beli yang sah menurut syariah. 

       Apabila temuan-temuan di atas dicocokkan, sepertinya ada beberapa hal yang 

sangat prinsipal yang bertentangan. Langkah yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa untuk langsung mengatasnamakan kepada nasabah dalam 

pembelian barang, bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI 

No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. Selain itu, hal tersebut juga sangat 

mempengaruhi keabsahan dan kesyar’ian akad mura>bah}ah  yang hendak dilaksanakan. 

Pengatasnamaan langsung kepada nasabah tersebut menunjukan bahwa secara prinsip 

barang tersebut adalah milik nasabah, bukan milik bank. Padahal, dalam proses akad 

mura>bah}ah bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah. 

Sehingga ketika berlangsung akad mura>bah}ah bank telah melanggar ketentuan-

ketentuan dalam bermuamalah karena menjual barang yang bukan miliknya. 

Seharusnya barang yang menjadi objek jual beli mura>bah}ah  tersebut merupakan milik 

bank, baik secara nyata maupun secara prinsip, sehingga memenuhi rukun jual beli 

mura>bah}ah. 

       Dalam konsep mura>bah}ah dijelaskan bahwa salah satu syarat barang yang dijual 

adalah barang tersebut milik sendiri. Jika hal ini diterapkan pada permasalahan 

pembiayaan mura>bah}ah  dalam penelitian ini, maka seharusnya barang yang akan 

dijual kepada nasabah adalah milik bank. Satu-satunya jalan untuk memenuhi syarat 

tersebut adalah dengan mengatasnamakan pihak bank ketika proses pembelian barang. 

Apabila hal ini tidak dilakukan berarti terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi. 



Apabila ada syarat yang tidak sah maka akan menyebabkan batalnya rukun. Ketika 

sebuah rukun tidak sah maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. 

       Penjelasan di atas menunjukan bahwa Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa tidak memenuhi satu syarat objek dalam jual beli, yaitu objek akad yang 

menjadi milik sendiri. Alasannya adalah ketika bank mewakilkan pembelian barang 

kepada nasabah, bank langsung memerintahkan agar pembelian barang tersebut 

langsung atas nama nasabah. Seharusnya, meskipun bank syariah menyertakan akad 

waka>lah, untuk memenuhi syarat jual beli, pembelian tersebut menggunakan atas nama 

bank terlebih dahulu, baru kemudian dilangsungkan akad mura>bah}ah  dan kemudian 

dibalik nama kepada nasabah. Karena, apabila pembelian barang tersebut langsung atas 

nama nasabah, berarti ketika melaksanakan akad mura>bah}ah, Bank menjual barang 

yang bukan menjadi miliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan 

mura>bah}ah  tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 

2000 tentang mura>bah}ah. 

       Jadi secara keseluruhan terdapat hal yang berpengaruh terhadap substansi dan 

keabsahan praktik pembiayaan mura>bah}ah, yaitu mengatasnamakan langsung kepada 

nasabah dalam pembelian barang yang secara prinsip membuat barang tersebut bukan 

menjadi milik bank. Oleh karena barang tersebut bukan miliknya. Hal ini membuat 

akad mura>bah}ah  tersebut batal karena kurang syarat dan rukunnya. 

       Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai Alasan Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminsa Menyertakan Akad Waka>lah dalam Produk Pembiayaan 

Mura>bah}ah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai Implementasi Fatwa 

DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah dalam Produk Pembiayaan 

mura>bah}ah dengan disertakannya Akad waka>lah. Dari hasil penelitian ternyata belum 



sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang 

mura>bah}ah dengan praktiknya di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Jika 

dicermati, adanya permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penyertaan 

akad waka>lah dalam pembiayaan mura>bah}ah tersebut, yang dengan penyertaan akad 

waka>lah itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketika bank tidak mampu 

dalam menyelenggarakan transaksi yang benar-benar syariah maka menimbulkan 

pertanyaan besar, hal apakah yang sebenarnya mengahalangi atau menghambat 

penerapan syariah secara murni. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa, peneliti menemukan setidaknya ada lima alasan 

uatama yang menyebabkan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa harus 

menyertakan akad waka>lah. 

4.2.1 Tidak adannya showroom atau tempat untuk menyimpan stock barang kebutuhan 

nasabah 

       Akad pembiayaan mura>bah}ah merupakan salah satu akad jual beli dimana dalam 

hal tersebut bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah. 

Menurut pihak bank  untuk memenuhi sayariah secara murni dalam akad mura>bah}ah  

tersebut. Bank harus memiliki showroom ketika ada nasabah yang ingin membeli mobil 

misalnya atau bank harus memiliki sebuah toko dan gudang yang menyediakan barang 

kebutuhan nasabah. Sehingga ketika nasabah membutuhkan sesuatu barang, baik 

barang modal maupun barang konsumtif, bank tinggal mengambil barang tersebut di 

showroom, toko, dan gudang milik bank. Dengan seperti itu, bank akan benar-benar 

menjalankan konsep jual beli dalam mura>bah}ah. 



       Sebenarnya konsep akad mura>bah}ah  tidak selamanya harus seperti itu dikarenakan 

bank bertindak sebagai broker, bukan penjual reguler. Dengan bertindak sebagai broker 

ini tentu bank tidak harus menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dalam sebuah 

showroom. Bank hanya membelikan apa yang menjadi kebutuhan nasabah, apakah 

mobil, motor, mesin, rumah, atau barang modal lainnya. Kemudian bank langsung 

menjualnya kepada nasabah dengan menggunakan akad mura>bah}ah, tanpa harus 

diwakilkan. 

       Akan tetapi untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah yang bermacam-macam 

bank memang harus menyertakan akad waka>lah dalam produk pembiayaan 

mura>bah}ahnya. Contohnya seperti nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk 

membangun sebuah toko. Untuk memenuhi barang dagangan dalam toko tersebut, 

bank tidak mungkin membelikan satu per satu barang yang dibutuhkan nasabah. 

Dengan catatan bahwa penyertaan akad waka>lah tersebut harus sesuai dengan aturan 

syariah. 

4.2.2 Proses administrasi yang tidak efisien 

       Proses administrasi yang tidak efisien sebenarnya bukan merupakan alasan yang 

kurang tepat mengapa bank menyertakan akad waka>lah. Tetapi merupakan alasan 

mengapa bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama 

nasabah, yang hal itu menjadikan proses jual beli mura>bah}ah  melenceng dari ketentuan 

syariah yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. 

       Sebagai lembaga perbankan yang memiliki banyak nasabah, lembaga perbankan 

termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, dituntut untuk bekerja secara 

efisien. Efesiensi kerja diperlukan mengingat tidak seimbangnya jumlah pegawai dan 

jam kerja dengan jumlah nasabah yang harus dilayani. Apabila bank tidak menerapkan 



efesiensi kerja, maka akan banyak pekerjaan yang tidak selesai. Meskipun bank telah 

menerapkan efesiensi tersebut, terkadang masih banyak pegawai yang harus pulang 

malam demi mengejar target pekerjaan. 

       Akan tetapi meskipun dengan beralasan efesiensi kerja, lembaga keuangan yang 

berlandaskan syariah ini tidak boleh mengabaikan ketentuan syariah dalam 

menjalankan sistem operasionalnya sedikit pun. Seperti halnya yang terjadi pada sistem 

operasional pembiayaan mura>bah}ah  tersebut. Dengan alasan proses administrasi yang 

tidak efesien. Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa termasuk melakukan 

penyimpangan dalam menjalankan sistem operasionalnya, yaitu dengan langsung 

mengatasnamakan kepada nasabah pada saat pembelian barang dengan akad waka>lah. 

Penyimpangan tersebut tentu akan mempengaruhi keabsahan dan kesyariahan akad 

mura>bah}ah  itu sendiri. 

       Ketika proses pembelian barang tersebut dengan akad waka>lah  bank  seharusnya 

menggunakan atas bank terlebih dahulu baru kemudian dibaliknama kepada nasabah, 

meskipun akan terjadi proses administrasi ganda yang menurut bank tidak efisien, 

namun demi terwujudnya suatu sistem yang benar-benar syariah, hal ini harus 

dilaksanakan. Proses administrasi ganda tersebut dapat terjadi. Ketika bank melakukan 

pembelian barang dengan mewakilkan kepada nasabah. bank tentu akan mencatatnya 

sebagai aset bank. Selanjutnya yang dilakukan ketika terjadi penjualan dan balik nama 

kepada nasabah. Hal tersebut juga akan dicatat oleh bagian administrasi bank. Proses 

kerja tersebutlah yang dianggap pihak bank tidak efesien, sehingga harus dilakukan 

efesiensi, yaitu dnegan langsung menggunakan atas nama nasabah dalam membeli 

barang. 

4.2.3 Terbatasnya jam kerja 



       Alasan selanjutnya mengapa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa harus 

menyertakan akad waka>lah dalam produk pembiayaan mura>bah}ah  adalah karena 

faktor waktu. Dengan waktu pelayanan yang terbatas, membuat pegawai Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak dapat secara intensif mendampingi nasabah 

satu per satu. Apalagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang mengajukan 

pembiayaan. Meskipun dengan adanya akad waka>lah, sekali proses pembiayaan, mulai 

dari pengajuan sampai pencairan memerlukan waktu rata-rata tiga hari. Jika tanpa 

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah , maka tentu akan memerlukan 

tambahan waktu bagi bank untuk menyelesaikan satu kali proses pembiayaan. Jadi 

dapat diperkirakan dalam satu kali proses pembiayaan memerlukan waktu empat 

hingga lima hari. 

4.2.4 Terbatasnya pengetahuan pegawai Bank BRI Syariah terhadap karateristik barang 

kebutuhan nasabah 

       Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan produktif 

seperti mesin, toko, dan bangunan, hingga kebutuhan konsumtif seperti mobil, motor, 

rumah dan lain sebagainya. Masing-masing barang tersebut tentu memiliki spesifikasi 

yang berbeda pula. Jika Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menerapakan 

mura>bah}ah  secara murni, tentu akan mendapat kendala dalam proses pengadaan 

barang tesebut. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak selalu mengetahui spesifikasi dari 

tiap barang yang dibutuhkan nasabah tersebut, baik dari segi tempat membelinya 

dimana, memesannya di siapa, kualitas yang baik seperti apa, harga pasarannya berapa 

dan lain sebagainya. 



       Oleh karena itu, sangat perlu bagi bank untuk menyertakan akad waka>lah guna 

menyikapi ketidaktahuan pegawai bank tersebut. Akan tetapi bank juga harus 

menerapkan penyertaan akad wakalah tersebut dengan sesuai syariah. Sebenarnya 

tidak semua barang yang dibutuhkan nasabah harus dipenuhi dengan menggunkan akad 

waka>lah. Ada beberapa barang yang semestinya dapat dibeli oleh bank, seperti mobil, 

motor dan rumah. Karena ini merupakan barang yang sifatnya sudah umum. Dan untuk 

mengantisipasi ketidaktahuan, bank dapat melakukan kerja sama dengan beberapa 

dialer atau developer. Sehingga subtansi akad mura>bah}ah  dapat terpenuhi dengan baik 

dan benar. 

4.2.5 Memberikan kebebasan kepada nasabah 

       Selain karena adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh pihak bank untuk 

menerapkan akad mura>bah}ah secara murni, disertakannya akad waka>lah juga 

dimaksudkan untuk memeberikan kebebasan kepada nasabah dalam membeli barang. 

Nasabah diberi hak penuh untuk memilih barang mana yang ia inginkan. Asalkan 

barang yang dibeli tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. apabila 

barang tersebut dibeli oleh bank, dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan dan 

maksud nasabah. Oleh karena itu, bank mewakilkan kepada nasabah dalam proses 

pengadaan barang. 

       Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai alasan disertakannya akad waka>lah di 

atas, memang seakan bank syariah, termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi pihak Bank Syariah 

dituntut untuk dapat menjalankan sistem perbankan yang benar-benar berlandaskan 

syariah, dan sisi lain mereka terhalang dengan efektifitas operasionalnya yang juga 

dituntut untut mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apapun alasan kendalanya, 



penerapan syariah secara murni harus tetap dikedepankan. Hasil temuan peneliti 

tentang praktik pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa tersebut tetap disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah, 

meskipun pihak bank tersebut menyebutkan banyak alasan yang melatarbelakangi 

penyertaan akad waka>lah  tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Dalam implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah  

pada produk pembiayaan mura>bah}ah di Bank BRI Syariah KCP Gowa 

Sungguminasa tidak sepenuhnya menerapakan mura>bah}ah secara murni. 

Karena, dalam penerapan pembiayaan mura>bah}ah, Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa selalu menyertakan akad waka>lah dalam sistem 

operasionalnya. Bank menerapkan akad waka>lah terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan akad mura>bah}ah. Mekanisme penerapan akad waka>lah  bank 

langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya kesyar’ian dari akad mura>bah}ah. 

Karena hal tersebut berarti Bank BRI Syariah termasuk Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa belum sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam Fatwa 

DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah. 

5.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad waka>lah 

dalam produk pembiayaan mura>bah}ah, antara lain: yang pertama tidak adanya 

showroom atau tempat untuk menyimpan stock barang yang menjadi kebutuhan 

nasabah. Kedua mengenai sistem administrasi yang rumit sehingga dalam 

pembelian barang yang diwakilkan Bank kepada nasabah langsung atas nama 

nasabah. Ketiga yaitu terbatasnya jam kerja sehingga sangat tidak efesien untuk 

melayani sekian banyak nasabah. Yang keempat kurangnya pengetahuan pihak 



bank terhadap karateristik barang yang dibutuhkan nasabah dan yang kelima 

untuk memberikan kebebasan bagi nasabah untuk memilih barang yang 

dinginkan. Itulah beberapa alasan mengapa bank syariah menyertakan akad 

waka>lah. Tetapi, apapun alasannya penerapan akad mura>bah}ah secara syariah 

murni harus sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang 

mura>bah}ah.  

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti memeberikan saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank BRI 

Syariah KCP Gowa Sungguminasa. 

5.2.1 Dalam menjalankan operasional pembiayaan mura>bah}ah  Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa seharusnya sepenuhnya menerapkan aturan yang ada dalam 

Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang mura>bah}ah, sehingga bank dapat 

menerapkan akad mura>bah}ah  secara murni. 

5.2.2 Karena dalam akad mura>bah}ah merupakan akad jual beli, dimana dalam 

perbankan syariah pihak bank bertugas sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Meskipun dengan disertakannya akad waka>lah bank tetap harus 

memperhatikan substansi dan kesyariahan akad mura>bah}ah karena salah satu 

syarat dan rukun mura>bah}ah  adalah objek akad atau barang adalah milik sendiri. 

Maka sebaiknya, Bank menggunakan akad waka>lah  terlebih dahulu untuk 

proses pengadaan barang dengan menggunakan atas nama bank, dan setelah 

barang diperoleh oleh nasabah selanjutnya nasabah ke bank untuk 

melangsungkan akad mura>bah}ah. Sehinnga, dengan cara tersebut syarat dan 

rukun pada mura>bah}ah tetap terpenuhi dan akad pun tetap sah secara syariah. 
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DAFTAR RENCANA PEMBIAYAAN 

Nama Calon nasabah : .................................... 

Alamat Tempat Usaha : .................................... 

No Telpon/HP  : .................................... 

Jenis Usaha   : .................................... 

 

No Jenis Barang Harga Satuan Kuantitas Satuan Jumlah 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Total     

 

............................ , ......................201 

Tanda Tangan 
 
 
 

Nasabah 

Paraf 
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Pedoman Wawancara 

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentigan riset skripsi, tidak 

ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap 

semata-mata kepentingan ilmiah. 

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUIIV/2000 dalam produk 

pembiayaan murabahah 

a. Apa saja jenis produk pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KCP 

Gowa Sungguminasa yang menggunakan akad murabahah? 

b. Bagaimana proses penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan 

tersebut? 

c. Apa saja persyaratan yang harus di jalani dari pihak Bank dan pihak nasabah 

dalam pelaksanaan produk pembiayaan murabahah tersebut? 

d. Apakah ada uang muka yang harus disediakan oleh nasabah? 

e. Bagaimana prosedur pembayaran uang muka dalam  produk pembiayaan 

muarabahah tersebut? 

f. Apakah nasabah harus memiliki jaminan untuk mendapatkan pembiayaan 

tersebut? 

g. Bagaimana metode penyelesaian utang oleh nasabah dalam produk 

pembiayaan murabhah tersebut? 

h. Apakah ada potongan pelunasan jika nasabah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati? 

i. Bagaimana jika nasabah menunda pembayaran utangnya secara sengaja dan 

tidak sengaja? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara 

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentigan riset skripsi, tidak ada 

maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap 

semata-mata kepentingan ilmiah. 

1. Permohonan pembiayaan apa yang Bapak/Ibu ajukan di Bank BRI Syariah? 

2. Berapa besar plafon pembiyaan yang Bapak/Ibu ajukan ke Bank BRI Syariah? 

3. Persyaratan apa saja yang Bapak/Ibu lengkapi pembiayaan yang dijukan pada 

Bank BRI Syariah? 

4. Apakah ada jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak Bank dalam mengajukan 

permohonan pembiayaan? 

5. Apakah bapak ibu diharuskan untuk menyiapkan uang muka dalam pembiayaan 

yang Bapak/Ibu ajukan? 

6. Dalam produk pembiayaan Mikro yang Bapak/Ibu ambil apakah dijelaskan 

mengenai akad yang akan anda sepakati? 

7. Apakah dalam akad murabahah disertakan akad wakalah dalam produk 

pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan? 

8. Apakah benar Bank mewakilkan kepada Bapak/Ibu untuk melakukan 

pembelian barang? 

9. Apakah benar pihak Bank melaksanakan akad Wakalah terlebih dahulu 

kemudian dilaksanakan jual beli menggunakan akad murabahah? 

10. Dalam penereapan wakalah apakah pengatasnamaan barang yang dibeli atas 

nama Bank atau langsung atas nama Bapak/Ibu? 
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